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ABSTRAK  

 

Muspita Orabi Erabila Dwita (2023):  Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas UU  

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE 

Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam 

Pencegahan Judi Online Ditinjau dari 

Fiqh Siyasah 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai 

perjudian online dalam UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2). 

Pasal ini menjelasan tentang larangan melakukan tindakan/mendestribusikan yang 

bermuatan perjudian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi 

Online di Kelurahan Pematang Pudu dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah 

terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam 

Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu? Tujuan penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan UU nomor 19 tahun 2016 

tentang ITE oleh Polsek Mandau dalam pencegahan judi online di Kelurahan 

Pematang Pudu serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

pelaksanaan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ayat (2) Oleh Polsek Mandau 

di Kelurahan Pematang Pudu 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan 

yang diperoleh dari informan dan objek penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara 

rinci dan sistematis dalam bentuk kata kata tertulis. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwasanya Kepolisian Sektor Mandau 

telah melakukan pelaksanaan dalam upaya pencegahan perjudian online dengan 

baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan ditugaskan, upaya yang 

dilakukan antara lain adalah upaya preventif dan upaya represi, namun upaya 

tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal dikarenakan masih adanya 

pelaku perjudian online. Dalam kajian fiqh siyasah kepolisian sector Mandau saat 

ini adalah lembaga yang mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai 

penegak hukum dan ketertiban dimasyarakat. Akan tetapi karna hukum yang 

ditegakkan kepolisian dalam islam (hisbah) adalah hukum islam yang meliputi 

segala aspek kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka 

cakupan kepolisian dalam islam lebih luas cakupanya dari pada Kepolisian Sektor 

Mandau. 
 

Kata Kunci: Pelaksanaan, UU ITE, Pencegahan, Kepolisian Sektor Mandau, 

Fiqh Siyasah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan 

republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. ketentuan mengenai ini tercantum dengan 

tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum” dimana segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat 

dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku termasuk aturan mengenai 

cybercrime.
1
 

Dalam penerapan hukum di Indonesia agar tercipta masyarakat yang 

sadar hukum, pemerintah harus membentuk peraturan perundang-undangan. 

Sesuai Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 pasal 2 tentang pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menyebutkan "Pancasila merupakan 

sumber segala sumber hukum negara". Maksudnya adalah bahwa penempatan 

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi 

negara serta sekaligus dasar filosofi negara sehingga setiap materi muatan 

                                                             

1
  Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
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peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila.
2
 

Dalam pasal 7 ayat (1) UU P3 disebutkan bahwa hierarki peraturan 

perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

3. Undang-undang / Perpu. 

4. Peraturan Pemerintah. 

5. Peraturan Presiden. 

6. Peraturan Daerah Provinsi. 

7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota 

Terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, seperti yang di 

contohkan di atas, pemerintah mengeluarkan salah satu undang-undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 21 

April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang- undang ini 

mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan 

internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. 

Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi 

kejahatan melalui internet.
3
 

                                                             
2
  Ahman Syamsudin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2014), hlm. 50 

3
  Adi Atmaja, Kedaulatan Negara di Ruang Maya, Jurnal Opinio Juris, Vol. 16, Tahun 

2014, hlm. 49 
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Dan kejahatan yang paling sering terjadi di dunia maya adalah 

perjudian. Perjudian sulit diatasi dan menurut pandangan hukum sendiri juga 

merupakan kejahatan yang dapat membingungkan masyarakat Perjudian ini 

adalah salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang menjadi  masalah 

yang timbul di tengah kehidupan bermasyarakat.
4
 

Kejahatan perjudian sulit untuk diatasi karena sifatnya yang tertutup 

dan mudah diakses oleh orang-orang. Perjudian bukan hanya menjadi masalah 

nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena ditiap-tiap negara 

pun memiliki kasus perjudian didalamnya. Tindakan kriminal ini setiap 

harinya terus meningkat, dan bentuknya pun juga terus berubah-ubah. Praktek 

perjudian dilarang baik secara agama maupun hukum nasional.
5
 

Efek judi ini mengandung unsur-unsur kriminal dan dapat 

membahayakan diri sendiri dan orang lain. Judi tidak selalu menguntungkan 

karena setiap permainan pasti ada yang menang dan yang kalah, dan tidak 

sedikit orang yang akhirnya kalah. Orang yang sudah kecanduan atau 

ketergantungan untuk berjudi tidak akan memikirkan efeknya bahkan mereka 

tidak takut untuk menaruhkan seluruh harta benda yang dimilikinya untuk di 

jadikan bahan judi, dan hasilnya hanyalah kekalahan. Hal ini dapat 

menggoyahkan jiwa keagamaan seseorang dan orang tersebut dapat menjadi 

frustasi dalam hidup.
6
 

                                                             
4
   Hendri Saputra Manalu, Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 

Online, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, hlm. 431. 

5
   Christianata, Perjudian Online Dalam Perspektif UU No. 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Teknologi Informasi, hlm, 70. 

6
  Kartini Kartono,  Patologi Sosial: kenakalan remaja, ( Jakarta: Rajawali Press, 1992), 

Edisi II- hlm, 45 
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Larangan perjudian diatur dalam UU No. 7 tahun 1974 Pasal 2 tentang 

Penertiban Perjudian. Untuk perjudian online diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, yaitu:
7
 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentramisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

perjudian.” 

 

Dilihat dari fakta yang terjadi di masyarakat, kasus judi online masih 

ada tersebar luas di Indonesia. Hal ini mungkin dikarenakan masih mudahnya 

mengakses situs judi online di internet. Meskipun sulit bagi situs taruhan 

untuk menerima pemain karena peraturan hukum Indonesia dan aparat 

penegak hukum sangat serius pemberantasan judi online, tapi masih ada 

aplikasi kedua dapat membantu pemain dari Indonesia untuk terus 

mengunjungi situs judi online. Kontrol internet di Indonesia harus sangat 

ditingkatkan seperti yang terlihat di situs judi online masih melekat di internet, 

khususnya di Indonesia. Departemen Komunikasi dan informatika harus 

bertindak cepat dengan bantuan polisi blokir situs judi online. Maka dalam hal 

penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, polisi 

sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi 

tindak pidana perjudian tersebut. 

Kehadiran penegak hukum menjadikan hukum atau hukum lebih dari 

sekedar dokumen. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tergantung pada 

penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun 

                                                             
7
   Indonesia, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Perbuatan Yang Dilarang 
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hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai 

dengan tujuan hukum.
8
  

Di Indonesia, Lembaga Kepolisian Negara merupakan salah satu alat 

penegak hukum yang memiliki kedudukan langsung dibawah presiden dan 

sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai UU No.2 tahun 2002 

pasal 37 ayat (1) tentang  Kepolisian Negara.
9
  

Lembaga ini mempunyai beberapa tugas pokok sesuai pasal 13 UU 

Kepolisian Negara, berbunyi:  

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

2. Menegakkan hukum. 

3. Untuk melindungan, mengayomi dan memberi pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pasal tersebut akan terlihat kehadiran anggota Polri di tengah-tengah 

masyarakat pada dasarnya mengemban tugas pokok sebagai pelindung, 

pengayom, dan Pelayan masyarakat baik terhadap pengunjuk rasa maupun 

terhadap masyarakat sekitarnya termasuk menjaga kewibawaan pemerintah 

dengan mengawal proses demokratisasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945.
10

 

Judi online merupakan judi yang popular dizaman yang modern ini. 

Para pelaku judi tidak perlu bertatap langsung, cukup dengan menggunakan 

                                                             
8
  Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, IN Media, Jakarta, 2018, hlm. 36. 

9
 Indonesia, UU Kepolisian Pasal 37 (1) berbunyi: Lembaga kepolisian nasional yang 

disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

10
  Sukardi, “Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi” Jurnal Hukum 

dan Pembangunan 46, no. 4 (2016): vol. 444. 
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teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang 

mereka inginkan sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk menlakukan 

perjudian, karena pelaku judi disuatu Negara dapat berhbugan melalui media 

internet dengan pelak judi di Negara lain. Berikut Macam-macam perjudian 

online yang populer saat ini: 

1) Judi Slot online 

2) Judi Poker online 

3) Judi Togel online  

4) Judi Casino online 

5) Judi bola online 

Kasus perjudian di Kelurahan Pematang Pudu juga terjadi pada  tahun 

2022. Terbukti pada sepanjang tahun tersebut pada 21 mei tahun 2022 unit 

reskrim polsek Mandau menangkap 1 agen Togel Online disebuah warung 

dijalan Swadaya, KM 5. Unit reskrim polsek Mandau berhasil menangkap 

pelaku judi saat sedang asik merekap nomor togel melalui handpone miliknya. 

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, satu 

unit hp pintar realme warna hitam, satu unit kartu ATM bank. Selain itu 

sejumlah uang tunai Rp 136 ribu.11 

Dari penjelasan diatas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

ialah bahwa masih ada ditemukannya pelaku tindak pidana perjudian online di 

kecamatan Mandau, sedangkan didalam UU nomor 19 tahun 2016 pada pasal 

27 ayat 2 tentang ITE sudah dijelaskan mengenai larangan yang bermuatan 

                                                             
11

  Garda terkiri, “pelaku togel! Warga kelurhan pematang pudu ditangkap satreskrim 

polsek Mandau” artikel dari https://kabarduri.net/2022/05/21/jadi-agen-togel-onlineseorang-

pemuda-di-duri-ditangkap-polisi/. Diakses pada tanggal 21 januari 2023.  
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perjudian, disini bisa kita pahami bahwa tindakan tersebut dilarang dan 

memberikan banyak dampak negatif bagi pelaku tersebut, maka dari itu 

supaya kepolisian sektor Mandau bisa lebih efesien lagi dalam mencegah 

terjadinya kasus perjudian online di kecamatan Mandau, perlu adanya 

tindakan pencegahan terhadap perjudian online tersebut. 

Dalam tinjauan Fiqh Siyasah badan yang mempunyai tugas yang 

serupa dengan lembaga kepolisian adalah hisbah atau syurtah. Hisbah dan 

syurtah merupakan nama kepolisian dalam tata negara Islam.
12

  

Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas 

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Jadi, ketika dalam masyarakat 

tampak adanya kemungkaran maka muhtasib wajib untuk menegurnya.
13

 

Al-Mawardi mendefinisikan muhtasib (petugas hisbah) sebagai 

pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta 

memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.
14

   

Didalam QS. Ali„Imran (3): 104, Allah SWT. Berfirman: 

                       

           

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang ma‟ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” 

 

                                                             
12

  Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islm,” Jurnal 

Ilmiah Islam Futura X, no. 2 (Pebruari 2012): vol. 67. 

13
 Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islm,” Jurnal 

Ilmiah Islam Futura X, no. 2 (Pebruari 2012): vol. 67. 

14
  Al-Mawardi, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, trans. oleh Fadli Bahri 

(Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm 257.   
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Berdasarkan ayat di atas, bahwa kita sebagai umat islam harus berbuat 

kebajikan dan melarang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar supaya 

kita menjadi orang yang beruntung baik itu diduni dan di akhirat kelak. 

Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah memberi bantuan kepada 

orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari 

petugas hisbah mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif 

dan norma-norma kesusilaan.
15

  

Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat 

lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang 

tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk.
16

  

Selain itu muhtasib bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan 

benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan 

penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan 

yang dilakukan pedagang pasar.
17

 

Meskipun pada umumnya tugas muhtasib adalah amar ma’ruf nahi 

munkar, namun terdapat perbedaan dengan orang yang bertindak atas 

sukarela, yaitu: 

a. Adalah kewajiban untuk mengarahkan kebaikan dan mencegah kejahatan 

(untuk Mutashib Fardu ain, karena dia ditunjuk, untuk orang lain itu 

adalah Fardu qifaya). 

                                                             
15

  Muhammad Hasbi Assidiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka 

Rizqi Putra, 1997), hlm  96.   

16
   Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 13–14. 

17
   Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm 41. 
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b. Muhtasib adalah Seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk 

melayani pelaku kejahatan dan membantu mereka yang membutuhkan. 

Padahal orang yang bertindak spontan tidak diperlukan kecuali dalam 

keadaan darurat. 

c. Muhtasib harus membahas dan memeriksa kejahatan yang sebenarnya 

untuk mencegah tindakan itu, sama seperti dia harus memeriksa kesalahan 

yang tidak dilakukan oleh mereka yang harus melakukannya. Sama halnya 

dengan Sholat Jum'at, peringatan akan diberikan kepada mereka yang 

tidak sholat. 

d. Muhtasib dapat mengangkat beberapa pegawai untuk menjalankan tugas 

hisbah, dan diberi hak untuk melaksanakan hukuman ta’zir terhadap 

mereka yang melakukan kejahatan.
18

 

Dari pengertian di atas bahwa dalam Hukum Tata Negara Islam dan 

Indonesia penegak hukum, penertib serta penjaga keamanan masyarakat 

mempunyai istilah yang berbeda. Dimana dalam hukum tata negara Islam, 

organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan 

masyarakat adalah muhtasib atau shurtah adapun di Indonesia organ negara. 

Berdasarkan uraian dengan melihat dan meninjau lebih lanjut 

mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang 

masalah perjudian online, maka penulis tertarik untuk meneliti judul 

Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam 

Pencegahan Judi Online Ditinjau Dari Fiqh Siyasah. 

                                                             
18

  Assidiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, hlm 96. 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan urauan latar belakang di atas, maka penulis memberikan 

batasan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini bisa menjadi lebih fokus 

dan terarah serta menghindari kerancuan pada pembahasan. Adapun yang 

menjadi batasan masalah pada skripsi ini yaitu mengenai Pelaksanaan UU 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di 

Kelurahan Pematang Pudu, serta tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan 

UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang ITE Pasal 27  oleh Polsek Mandau di Kelurahan Pematang 

Pudu. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dikaji dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek 

Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di 

Kelurahan Pematang Pudu? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE 

Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di 

Kelurahan Pematang Pudu. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap 

Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau 

Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana Pelaksanaan UU 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan 

Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu. 

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan fiqh 

siyasah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 

Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan 

Pematang Pudu. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti agar bisa menyelesaikan 

perkuliahan program S1 Fakultas Syari‟ah dan Hukum Jurusan 

Hukukm Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan 

atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
19

 

Pelaksanaan didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan 

yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja 

kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja 

dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.
20

 Sedangkan menurut G.R Terry 

dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan 

mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan 

berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi 

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak 23 

pimpinan.
21

  

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja 

                                                             
19

  Abdullah Syukur, Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan 

Relevansinya Dalam Pembangunan, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), hlm. 40. 

20
   Sondang P. Siagian , Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  hlm 5 

21
   Sukarna, Dasar-dasar Manajemen. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 10o 
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dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan 

perencanaan yang ada. 

2. Pengertian Pencegahan.  

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah 

pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan 

kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, 

pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, 

komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya 

pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam 

mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara 

etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya datang 

sebelum/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang 

luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk 

mencegah terjadinyan gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. 

Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan 

sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut 

merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.
22

 

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, 

cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak 

terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum 

terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya 

awal dalam menanggulangi kejahatan 

                                                             
22

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan 

Pencegahan, Jakarta: Bina Grafika. 2001, hlm.10 
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3. Tugas dan Wewenang kepolisian Negara Republik Inodnesia. 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam 

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pasal 13. Yakni Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan 

menjadi tiga, yakni: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakkan hukum. 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu 

kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan 

pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam 

mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas 

dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau 

perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, 

sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan 

atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.
23

 

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. 

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan 

dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan 

kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram 

                                                             
23

  Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, Penegak Hukum Di Lapangan 

Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta. hlm. 22.   
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tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, 

adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, 

sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang 

represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran 

menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas 

kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang 

dibebankan kepada petugas kepolisian. 
24

 

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam UU. No. 2 Tahun 

2002 Pasal 13  tersebut dirinci dalam Pasal 14. Terdiri dari: 

a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa. 

                                                             
24

   Ibid., hlm 23. 
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g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepollisian. 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi 

HAM. 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani instansi atau pihak yang berwenang. 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan 

tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25

 

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah 

berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep 

penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari 

pemerintahan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Pasal 2, maka asas legalitas menjadi prinsip 

utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.  

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt 

wewenang yang bersumber dari pada peraturan perundang-undangan ada  

tiga cara, yaitu : 

                                                             
25

   Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 14 ayat 1  tentang polri.  
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1. Atributie atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh 

pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. 

2. Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari 

satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

3. Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 

namanya.
26

 

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang 

yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain 

wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 Pasal 30 ayat (4), UU No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lain-lain. Dari kewenangan 

atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni 

pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa 

mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar 

struktur.
27

 

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum 

dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1), meliputi : 

1. Menerima laporan/pengaduan. 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

                                                             
26

   HR Ridwan, 2009, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 104.   

27
  Ibid., hlm 104 
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3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian. 

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan. 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang. 

9. Mencari keterangan dan barang bukti. 

10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional. 

11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat. 

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. 

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi 

kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau 

penyelidikan proses pidana UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1).
28

 

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian : 

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan kegiatan masyarakat lainya. 

                                                             
28

   Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat 

(2) Tentang Polri 
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2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 

4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik. 

5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 

peledak, dan senjata tajam. 

6. Memberika izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha dibidang jasa pengamanan. 

7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. 

8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 

dan memberantas kejahatan internasional. 

9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait. 

10. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional. 

11. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.
29

 

Wewenang di bidang proses pidana : 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan. 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri. 

                                                             
29

   Ibid. 
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5. Melakukan pemeriksaan surat. 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

8. Mengadakan penghentian penyidikan. 

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana. 

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
30

 

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, 

salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan 

menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan 

penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan 

gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunan obat dan narkotika, 

pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan 

pungutan liar. 

 

                                                             
30

  Ibid. 
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4. Perjudian Online 

Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang 

dimainkan mengunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada 

jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam 

permainannya. Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh 

kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian 

online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan 

uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan 

bermain judi seperti biasanya. Perjudian online merupakan perbuatan yang 

illegal yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

Undang-Undang Informasi Elektronik.
31

 

Kejahatan yang melibatkan penggunaan sistem teknis yang 

kompleks disebut kejahatan komputer, atau lebih umum kejahatan dunia 

maya. Cybercrime adalah kejahatan di mana komputer pribadi adalah 

kejahatan utama. Kejahatan perjudian online biasanya dilakukan dengan 

menggunakan laptop pribadi dengan PC koneksi internet yang terletak di 

internet/warnet atau dengan koneksi internet nirkabel dari hotspot/warnet 

yang menyediakannya. Taruhan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk 

uang yang sudah tersimpan di rekening bank, dan uang yang disimpan di 

rekening tersebut nantinya menjadi saldo kas situs judi online tersebut. 

                                                             
31

  Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 1-19.   
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bahwa Anda dapat memainkan game judi online yang Anda inginkan.
32

 

Faktor-Faktor penyebab timbulnya kejahatan Perjudian online  adalah: 

a. Faktor intern (individual) 

Pada faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti: 

1. Umur, pada faktor ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari 

sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani 

dan rohaninya. 

2. Seks, hal yang berhubungan dengan keadaan fisik 

3. Yang ada disekitar individu 

4. Kedudukan individu dalam masyarakat 

5. Agama individu 

6. Masalah reaksi individu 

7. Pendidikan individu  

b. Faktor ekstern (di luar individu)  

Faktor-faktor ekstern ini berpangkal pada lingkunagan yang 

mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang 

menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau 

mendominir individu kearah suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat 

dibagi dalam empat bagian, yaitu: 

1. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan  

2. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh 

3. Lingkungan ekonomi 
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  Muhammad Ikhsan, Jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online 

Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut 

Kriminologi, hlm. 1.   
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4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda  

Terjadinya kejahatan perjudian online melalui media internet dapat 

dikaitkan dengan berbagai faktor, mulai dari faktor gejala sosial dan 

penyakit sosial (kondisi patologis) hingga faktor internal individu dan 

faktor eksternal yang terkait dengan terjadinya kejahatan..
33

 

5. Undang-undang ITE 

a. Sejarah lahirnya UU ITE 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 yaitu "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Dan Pasal 20 ayat (2) ”Setiap 

rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama."34 Dari dasar 

hukum pembentukan Undang-Undang tersebut maka dibentuklah 

Undang-Undang ITE. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektroknik) mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh 

Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo). (Kominfo) 

merancang sebuah undang-undang yang mengatur seluruh aktifitas 

dalam bidang ITE guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Mulanya RUU ITE diberi 

nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elekronik 

(UU IKTE). 
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  Ibid., hlm. 29-30.   
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  Indonesia, UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) 



24 

 

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui 

Surat No.r/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Menteri Komunikasi dan 

Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia sebagai 

perwakilan pemerintah dalam 25 pembahasaan RUU dengan DPR-RI. 

Merespon surat yang dikirim oleh presiden kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, maka DPR-RI membentuk panitia khusus (PANSUS) RUU 

ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR-RI.
35

 

Pansus RUU ITE mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat 

Umum (RDPU) untuk menyusun Daftar Invetaris Masalah (DIM) 

dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, 

operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan 

akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR-RI 

menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM 

RUUITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung didalam Pansus 

bentukan DPR-RI.  

Setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ITE ditetapkan 

selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan 

pembahasan dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 

2007. Lalu dari tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 

pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja 

(PANJA). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus 

                                                             
35  Amir Yusuf, “Sejarah dibentuknya UU ITE”, di kutip dari (online) 

https://www.scribd.com/dokumen//362441604/sejarah-terbentuknya-UU-IITE di akses pada tgl 10 

maret 2023 
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(TIMSUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) yang berlangsung sejak 

tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008. 

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE 

dibawa ketingkat II sebagai pengambilan keputusan. 15 Maret 2008, 

10 fraksi menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni menandatangani naskah UU ITE 

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
36

 

Pada 21 April 2008 Indonesia telah mengundangkan Undang- 

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 

2008 (UU ITE). Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa 

Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus 

disamping berlakunya KUHP sebagai Undang undang tindak pidana 

umum. Selain Pasal-Pasal pidana, undang-undang tesebut sekaligus 

juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau 

e- commerce. 

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di 

dunia maya (ecommerce) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan 

terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro dan kontra 

terhadap Pasal-Pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan 

media sosial. Pasal Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan 
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 Andri Soyan, “UU ITE dan Perkembangannya”, dikutip dari (online) 
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berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi UU ITE ini 

adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak 

ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan 

kriminalisasi pada pihak lain. Revisi UU ITE disahkan oleh DPR RI 

pada tanggal 25 November 2016
37

 

Dasar pembentukan UU ITE yaitu : 

1) Pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan 

yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang 

terjadi dimasyarakat. 

2) Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian 

dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan 

dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan 

Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan 

Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan 

menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

3) Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian 

pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia 

dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi 

lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. 

4) Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus 

dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh 
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persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan demi kepentingan nasional. 

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam 

perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk  

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

6) Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi 

melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga 

pemanfaatan 

7) Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah 

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan 

sosialbudaya masyarakat Indonesia
38

 

b. Undang-undang No. 19 tahun 2016 (ITE) 

Pemerintah membuat Undang-undang Repubik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE). Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum 

dibidang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian Pada tanggal 

25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru 

dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU 

No.12 tahun 2011 yang menyatakan “Peraturan Perundang-udangan 

mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 

diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan 

yang bersangkutan”, maka semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 
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tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia 

dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No.19 tahun 2019 

yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara 

DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut 

memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam 

penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati dalam 

menggunakannya.
39

  

Didalam UU No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang 

membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, 

fitnah, maupun berbau syara. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang 

bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang 

mendistribusikan dan mentrasmisikannya. Untuk perjudian online 

diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentramisikandan/atau membuat dapat diaksesnya 

informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan perjudian.”
40

 

 

Teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua, karena 

tidak hanya berkontribusi pada kemajuan kesejahteraan, kemajuan, dan 

peradaban manusia, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk 

aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus selalu 

beretika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 
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UU ITE memiliki 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara 

mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang 

terjadi didalamnya yang sistematikanya sebagai berikut
41

 : 

1. Bab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 1) 

2. Bab 2 : Asas & Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) 

3. Bab 3 : Informasi Elektronik (Pasal 4 – Pasal 16) 

4. Bab 4 : Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 12 – Pasal 18) 

5. Bab 5 : Transaksi Elektronik (Pasal 19 – Pasal 25) 

6. Bab 6 : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual & Perlindungan Hak 

Pribadi (Pasal 26 – Pasal 28) 

7. Bab 7 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Perlindungan Sistem 

Elektronik (Pasal 29 – Pasal 36) 

8. Bab 8 : Penyelesaian Sengketa (Pasal 37 – Pasal 42) 

9. Bab 9 : Peran Pemerintah & Masyarakat (Pasal 43 – Pasal 44) 

10. Bab 10 : Yurisdiksi (Pasal 45 – Pasal 46) 

11. Bab 11 : Penyidikan (Pasal 47) 

12. Bab 12 : Ketentuan Pidana (Pasal 48 – Pasal 52) 

13. Bab 13 : Ketentuan Peralihan (Pasal 53) 

14. Bab 14 : Ketentuan Penutup (Pasal 54) 

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan 

dengan modus yang modern, yakni dengan pengunaan media elektronik 

sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satu contohnya 
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adalah perjudian online. Pencegahan dan pemberantasan dalam permainan 

perjudian online lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berbunyi “Setiap Orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentramisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian''.  

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentramisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian 

sebagaimana dimaksut dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lana 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
42

 

6. Teori tentang Siyasah Tanfidziah  

a. Pelaksanaan hukum Islam 

1) Ta 'abbudi dan Ta 'aqquli 

Ta 'abbudi menurut etimologi berasal dari kata ubudiyah 

yaitu menghambakan diri.
43

 Sedangkan menurut terminologi, ta 

'abbudi adalah ketentuan hukum di dalam nash (al-Qur'an dan 

                                                             
42

  Indonesia, UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 45 

43
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(cet.VIII, jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994) hlm. 9 
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sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar 

secara akal sedangkan ta'aqquli, adalah ketentuan nash yang masih 

bisa dinalar secara akal.
44

  

Ahli Ushul membagi hukum atas dua bagian yaitu:  

a) Hukum-hukum yang tidak terang illatnya dan tidak terang 

hikmahnya yang disebut ghairu ma'qulatil ma'na, disebut juga 

dengan umur ta'abbudiyah yaitu urusan yang semata-mata 

dikerjakan berdasarkan kepada penghambaan diri kepada Allah. 

b) Hukum yang terang illat-nya disebut dengan ma'qulatul ma'na 

yaitu yang dimengerti artinya atau umur 'adiyah yaitu urusan-

urusan keduniaan. Sehingga, dalam masalah ta'abbudi, manusia 

hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya dan 

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut.
45

 Sehingga 

dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat ta'abbudi 

adalah mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat 

memerlukan ijtihad.
46

  

Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia untuk 

merubah tata cara pelaksanaan ibadah mahdah. Seperti disebutkan 

dalam surah AL-Bayyinah ayat (98:5) yaitu prinsip-prinsip agama dan 

aqidah setiap orang harus berdasarkan dalil. Namun dalam hal-hal 
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cabang (furu') telah memadai apabila disebutkan bahwa hukum 

tersebut bersumber dari Allah SWT dan tidak memerlukan riset, nalar, 

mengetahui sebab dan falsafahnya. 

Terkadang kita ditanya tentang misalnya mengapa shalat subuh 

itu harus dikerjakan sebanyak dua rakaat? Dalam menjawab 

pertanyaan ini kita berkata bahwa masalah ini adalah masalah 

ta'abbudi (harus kita terima dan tidak memerlukan penalaran). Namun, 

secara rasio ada sebagian ibadah yang dapat diketahui rahasia dan 

manfaatnya bagi manusia, seperti zakat, puasa. Jadi, dalam ibadah 

terkandung juga nilai rasional walaupun sangat sedikit dibanding 

dengan nilai rasional pada ta'aqquli. Dalam ibadah, unsur ta'abbudi 

lebih dominan dari unsur ta 'aqquli. Jelasnya, dasar pelaksanaan 

ketentuan hukum dalam ibadah mahdah, lebih sebagai tuntutan ibadah 

semata li al-ta'abbud tanpa harus bertolak dari dimensi maknawi ta 

'aqqulatnya.
47

 

b. Pengertian Siyasah tanfidziyah 

Siyasah Tanfraziyah adalah bagian dari bidang siyasah 

dusturiyah, siyasah dusturiyah bagian Fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga mebahas 

konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. 

lebih łuas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara 

hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antar pemerintah dan 
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warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sedangkan siyasah 

tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang.  

Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki 

kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Kekuasaan eksekutif 

dalam Islam disebut al-sulthah al-tanfidziyah yang bertugas melaksanakan 

undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan 

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan 

hubungan sesama negara (hubungan internasional).
48

 

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala 

negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang 

dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara 

satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya 

kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-

nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus 

sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.
49

  

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu 

meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas 

keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan 

sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan 
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atau menyelesaikan perselisihan pilhak yang bersengketa melalui 

penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, 

melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur 

perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. 

Kewajiban utama dari seorang imam adalah meimpraktikan totalitas 

syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan 

kebajiakan dan mencegah kejahatan.  

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan 

dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. 

istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja 

melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan 

dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan 

islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala 

negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan 

seperti Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), Diwan a-Ah'das (Kepolisian), 

wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pckerjaan umum, Diwan al-Jund 

(militer), sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan), dan scbagainya yang 

nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin 

Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami penyempitan 

makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai 

eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai 

Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. 

Tugas AL Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-

undang. Disini negara mcmiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 
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mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama 

negara (hubungan internasional).
50

 Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, 

umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa 

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari 

dosa dan pelanggaran.  

Dalam terminologi islam, istilah ummah mengandung arti sebuah 

konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa barat. 

Pada mulanya, kalangan pemikir politik dan orientalis barat mencoba 

memadankan kata ummah dengan kata nation (bangsa) dan nation-state 

(negara bangsa). Akan tetapi, padanan ini dianggap tidak tepat dan 

akhirnya dipadankan pula dengan kata community (komunitas). Meskipun 

demikian term komunitas juga tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan 

term ummah. 
51

 

Kata ummah berasal dari kata amma-yaummu yang berarti menuju, 

menumpu dan meneladani. Dari akar kata ini lahir antara lain kata umm 

yang berarti "ibu" dan imam yang bermakna "pemimpin". Kedua-duanya 

merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota 

masyarakat. Menurut Ali Syari‟ati makna ummah terdiri dari tiga kata 

yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Dengan demikian kata 
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Media Persada. 2001) Hlm. 62 

51
  Ibid., hlm 199 



36 

 

ummah berarti jalan yang jelas, yaitu sekelompok manusia yang 

bermaksud menuju jalan.  

Ada lima ciri-ciri yang menggambarkan ummah. Pertama, ummah 

memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi 

Muhammad sebagai nabi terakhir, memiliki kitab yang satu (al-Qur'an) 

dan memiliki pengabdian yang satu pula yaitu kepada Allah. Kedua, Islam 

yang memberikan identitas pada ummah mengajarkan semangat universal. 

Ketiga, karena umat Islam bersifat universal maka secara alamiah umat 

Islam juga bersifat organic. Keempat, Islam tidak mendukung ajaran 

kolektivitas komunisme, dan individualisme kaum kapitalis. Kelima, 

berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka sistem politik yang digariskan 

Islam tidak sama dengan pandangan-pandangan barat seperti nasionalisme 

dan teritorialisme yang didasarkan pada batasan-batasan wilayah, darah, 

warna, kulit dan bahasa.
52

 

7. Muhtasib 

Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawasan dan 

pengendalian ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. 

Tugas muhtasib adalah amar ma’ruf nahi munkar. Dalam penegakan 

hukum islam, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan masuk 

kedalam bidang amar ma’ruf nahi munkar. 

Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah memberi bantuan kepada 

orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari 
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petugas hisbah mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

positif dan norma-norma kesusilaan.
53

 Di antaranya adalah memerintahkan 

orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan 

menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan 

hukuman cambuk.
54

 Selain itu muhtasib bertugas, memerintahkan orang 

berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran 

seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi 

kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.
55

 

Meskipun pada umumnya tugas muhtasib adalah amar ma’ruf nahi 

munkar, namun terdapat perbedaan dengan orang yang bertindak atas 

sukarela, yaitu:
56

 

a. Menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu 

kewajiban (fardu„ain bagi muhtasib karena ia diangkat untuk hal itu. 

Sedangkan untuk orang lain merupakan fardu kifayah. 

b. Muhtasib adalah orang yang ditugaskan untuk bertindak atas orang 

yang berbuat kemungkaran dan wajib memberi bantuan bagi orang 

yang membutuhkan bantuannya. Sedangkan orang yang bertindak 

secara sukarela tidak diharuskan kecuali dalam keadaan darurat.  

c. Muhtasib harus membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran 

yang nyata untuk mencegah terjadinya perbuatan itu, sebagaimana dia 
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harus memeriksa perbuatan-perbuatan ma‟ruf yang tidak dikerjakan 

oleh orang yang harus mengerjakan. Seperti shalat jum‟at bagi orang 

yang tidak melaksanakannya akan mendapat peringatan.  

d. Muhtasib dapat mengangkat beberapa pegawai untuk menjalankan 

tugas hisbah dan dia diberi hak untuk menjalankan hukuman ta‟zir 

terhadap orang-orang yang mengadakan kemungkaran 

. 

B. Tinjauan Terdahulu 

Dalam hal ini terdapat skripsi terdahulu yang memiliki  ruang lingkup 

permasalahan yang hampir sama, diantaranya:  

1. Arrafi Septian Wibowo (Skripsi) “Peran Kepolisian Dalam Penaggulangan 

Tindak Pidana Judi Online (Studi: Di Polsek Singosari)” Universitas Islam 

Malang Tahun 2020 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan ialah skripsi ini lebih menekankan analisis tindak 

pidananya dengan menguraikan faktor-faktor penunjang dan penghambat 

dalam penanggulangan tindak pidana judi online. Kemudian dari segi 

objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang penulis lakukan 

yaitu Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam 

Pencegahan Judi Online ditinjau dari fiqh siyasah.  

2. Kemal Eka Putra (Skripsi) “Penegakan Hukum Terhadap Penindakan 

Pidana Perjudian Online Di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (studi kasus Polresta Mataram). Universitas 

Muhammadiyah Mataram Tahun 2021. 
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Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan ialah dari segi objek penelitian. Dimana objek 

penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu Pelaksanaan UU Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online ditinjau 

dari fiqh siyasah. 

3. Aswardi Ardi (Skripsi) “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap 

Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo) UIN 

Alauddin Makassar Tahun 2018 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan ialah pada Konsep Teori yang digunakan. Konsep 

Teori ini tentang Analisis Hukum Islam sedangkan penulis mengguakan 

Konsep Hukum Tata Negara. 

4. Muliadi Irwan (Skripsi) “ peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten 

Gowa) Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan ialah studi kasus ini adalah lingkup desa dengan 

melakukan penelitian di Polsek Bajeng, dengan objek perbuatan 

menlanggar hukum yang dikaji adalah perjudian. Sedang penulis lakukan 

ialah dari segi objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang 

penulis lakukan yaitu Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh 

Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online ditinjau dari fiqh siyasah. 
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5. Rizqi kurniadi Nurdin (Skripsi) “Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum 

Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.I.bp) 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan ialah pada Konsep Teori yang digunakan. Konsep 

Teori ini tentang Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.I.bp). Dan 

juga dari segi objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang 

penulis lakukan yaitu Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh 

Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online ditinjau dari fiqh siyasah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. Maka penulis menyusun metode penelitian, penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field 

reseach) yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat 

dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan 

langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari 

perilaku manusia yang berupa peninggalan fiksi maupun arsip.
57

 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologi 

(sociologize approach), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data 

sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data 

primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini hendak menganalisis 

dan mengkaji tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

judi online. 

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan 

cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan masalah hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap 
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Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Transaksi 

Elektronik. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) jenis pendekatan dalam 

penelitian hukum dengan memberikan sudut pandang konsep-konsep hukum 

yang menjadi latar belakang untuk penyelesain masalah, disini latar belakang 

yang menjadikan seseorang melakukan perbuatan perjudian adalah faktor 

ekonomi, faktor lingkungan dan faktor mudahnya untuk mengakses info-info 

yang bermuatan perjudian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Mandau kelurahan Pematang 

Pudu kabupaten Bengkalis, lokasi penelitian yang terkait adalah: Kepolisian 

Sektor Mandau, jl. Sudirman, Babussalam, Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. 

Riau. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek Penelitian  

Subjek adalah para pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah 

penelitian adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

kepolisian sektor Mandau sebagai lembaga yang akan diteliti.
58

 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitan adalah apa yang menjadi sasaran peneltian, dalam 

penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan UU 
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Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi 

Online ditinjau dari fiqh siyasah. 

 

E. Informan Penelitian  

Informan penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki 

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini 

yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. 

Dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pimpinan 

instansi atau pengurus instansi  terkait dengan data yang akan diteliti. Adapun 

informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari kepala 

kepolisian sector Mandau, Kanit reskrim polsek Mandau, Unit Reskrim 

(penyidik pembantu), Administrasi Reskrim dan kasium polsek Mandau.  

 

F. Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang 

digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber 

yaitu lapangan kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan jenis datanya yaitu: 

1. Sumber data primer adalah yang berasal dari sumber asli atau sumber 

pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber, informan, 

responden. Data primer yang didapat adalah data yang diperoleh melalui 

wawancaa langsung dengan kepala kepolisian sector Mandau, Kanit 

reskrim polsek Mandau, Unit Reskrim (penyidik pembantu), Administrasi 

Reskrim dan kasium polsek Mandau. 
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2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yang merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan dan buku sebagai literature. Data ini biasanya 

digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer 

dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam 

praktek lapanga. Untuk melihat konsepsi penerapanya perlu merefleksikan 

kembali kedalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder 

sebagai pemandu. 

3. Sumber data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data 

primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah internet. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara langsung 

melakukan aktivitas mengamati apa yang sedang terjadi di lapangan untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi antara lain menjadi 

berikut: 
59

 

a) Pengamatan mencakup semua konteks alam dan perilaku manusia yang 

nyata.  

b) Menangkap fenomena dan peristiwa penting yang mempengaruhi 

hubungan sosial yang mempengaruhi hubungan sosial di antara orang-

orang yang perilakunya diamati.  

c) Menentukan apakah yang realitas dari perspektif kehidupan.  
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2. Wawancara 

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mendapatkan informasi dari responden secara langsung bertatap muka. 

Ataupertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dengan 

yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertetu.
60

 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat 

dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, 

wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal 

ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka 

penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar 

secara utuh dan juga bisa di pahami secara jelas kesimpulannya. 

 

I. Teknik Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan 

kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
61
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2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh 

kesimpulan secara umum. 

3. Metode Deskriptid, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah 

yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa 

sehingga dapat ditarik kesimpulan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis 

paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kepolisian sektor Mandau dalam Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 

27 mengenai pencegahan judi online dapat dikatakan belum mendapati 

hasil yang maksimal, meskipun polsek Mandau sudah menjalan kan 

tugasnya dengan sebaik yang mereka bisa, dengan melakuan upaya 

edukasi, preventif dan represif. Namun tindakan tersebut masih saja 

terjadi. Hal ini didasarkan dari masih banyaknya pelaku perjudian di 

kecamatan Mandau terutama dikelurahan pematang pudu karna mereka 

cenderung tergiur dengan hasil yang didapatkan dibandingkan konsekuensi 

dalam permainan judi online tersebut. Meskipun pihak kepolisian selalu 

menginformasikan dan memberi edukasi kepada masyarakat terkait 

bahayanya tindak pidana perjudian online tersebut, mereka masih saja 

melanggar ketentuan hukum yang ada.  

2. Dalam kajian fiqh siyasah kepolisian sektor Mandau saat ini adalah lembaga 

yang mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum dan 

ketertiban dimasyarakat Akan tetapi karna hukum yang ditegakkan kepolisian 

dalam islam (hisbah) adalah hukum islam yang meliputi segala aspek 

kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan 
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kepolisian dalam islam lebih luas cakupanya dari pada polri. Dengan ini dapat 

disimpulkan mengenai tinjauan fiqh siyasah tanfidzhiyah syar‟iyyah terhadap 

Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU  Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam 

Pencegahan Judi Online bahwa kepolisian sektor Mandau sudah menjalankan 

tugasnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Mereka menjalankan 

sesuai tugas nya sebagai polisi, namun belum mencapai hasil yang maksimal 

dikarenakan masih ditemukannya para pelaku perjudian online, bahkan 

setelah dilakukannya ketiga upaya (Edukasi, preventif dan represif) tersebut 

masih belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku sebab memang 

perjudian online sulit untuk dideteksi karna sifatnya yang cenderung tertutup. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan kesimpulan 

adalah: 

1. Disarankan kepolisian sector Mandau dalam pelaksanaan pencegahan judi 

online yang belum berjalan dengan baik dapat ditingkatan menjadi lebih 

baik lagi sehingga upaya yang dilakukan oleh polsek Mandau tidak sia-sia 

dan bisa berdampak baik untuk kecamatan Mandau kedepannya.  

2. Untuk para penegak hukum agar diharapkan lebih progresif dalam 

mencegah terjadinya tindak pidana perjudian online ini, bisa saja dengan 

melakukan pemblokiran terhadap situs situs perjudian online supaya bisa 

meminimalisir permasalah yang ada pada masyarakat supaya bisa 

berdampak baik untuk kedepannya. 
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